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ABSTRAK 

Persoalan ketimpangan sosial dewasa ini telah menjadi faktor yang jauh 

lebih substansial termasuk dalam persoalan perkawinan beda agama. Keseimbangan 

dan keserasian atau kafâ’ah antara calon istri dan suami dirasa penting sehingga 

masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Laki-laki 

sebanding dengan istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial 

dan sederajat dalam akhlaq serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafâ’ah  adalah 

keseimbangan keharmonisan, hal ini bagaiamana bila dikaitkan dengan pernikahan 

beda agama? sehingga ada dua rumusan masalah yang penulis angkat pertama: 

apakah persamaan agama masih relevan untuk menentukan kafâ’ah dalam 

pernakahan perspektif antropologi hukum?, kedua: faktor apa yang menyebabkan 

harmonis atau disharmonis dalam pernikahan beda agama? 

Penelitian ini dilihat dari sumbernya merupakan jenis penelitian lapangan 

(field reseach) peneliti mendekatkan diri dengan subyek yang diteliti. Penelitian ini 

bersifat diskriptif-analitis, yang menjadi sasaran perhatiannya adalah situasi yang 

terjadi dan bagaimana kegiatan-kegiatan prilaku manusia dalam situasi itu dengan 

pendekatan Antropologi Hukum yang bersifat menyeluruh (holistic approach). 

Menusia tidak saja dipelajari batang tubuh corak bentuknya, tetapi juga prilaku 

pemikiran dan perbuatannya serta pengalaman hidupanya. Teori Kesederajatan dan 

Heliolitik yang peneliti pakai untuk menjawabnya. 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa mengenai persamaan agama tidak 

relevan lagi dijadikan dasar utama dalam sebuah pernikahan beda agama, dengan kata 

lain bahwa perbedaan agama dalam perkawinan beda agama tidak menjadi tolak ukur 

harmonis dan disharmonis. Kesepadanan atau serasi antara calon suami dan calon 

istri, dalam memilih jodoh meliputi, kafâ’ah dalam agama yang titik tekannya 

masalah akhlak, kafâ’ah dalam pendidikan, kafâ’ah dalam umur. Yang bertujuan 

untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan 

(patrilinial), keibuan (matrilinial) atau keibu bapakan untuk kebahagiaan rumah 

tangga, inilah relasi kafâ’ah dengan tujuan nikah. 

Mengenai faktor harmonis dalam keluarga nikah beda agama, penulis 

kerucutkan pada dua faktor pertama; Sifat saling pengertian antara suami istri 

merupakan hal yang harus ditumbuhkan, ketika pasangan suami istri lebih dekat, 

pergaulannya lebih intens, dan hubungannya lebih akrab maka akan tercipta 

keharmonisan. Kedua; adanya komunikasi yang baik, yang terjadi dalam keluarga 

sangat penting, ketiadaan komunikasi dalam kehidupan rumah tangga, tak ayal 

memberikan kesan rumah tangga jadi hampa. Faktor Disharmonis adalah tidak 

adanya saling pengertian dan hanya mengedepankan sifat egois masing-masing. 

 

Kata kunci: kafâ’ah pernikahan beda agama, antropologi hukum. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 

September 1987. 

 
A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan 

Arab    
    

 Alif tidak Tidak dilambangkan ا

  dilambangkan  

    

 bâ‟ b be ب

    

 tâ‟ t te ت

    

 ṡâ‟ ṡ es (dengan titik di atas) ٽ

    

 jîm j je ج

    

 ḥâ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

    

 khâ kh ka dan ha خ

    

 dâl d de د

    

 żâl ż zet (dengan titik di atas) ذ

    

 râ‟ r er ر

    

 zai z zet ز

    

 sîn s es س

    

 syîn sy es dan ye ش

    

 ṣâd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

    

 ḍâd ḍ de (dengan titik dibawah) ض
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 ṭâ‟ ṭ te (dengan titik dibawah) ط

    

 ẓâ‟ ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

    

 ain „ koma terbaik di atas„ ع

    

 gain g ge غ

    

 fâ‟ f ef ف

    

 qâf q qi ق

    

 kâf k ka ك

    

 lâm l el ل

    

 mîm m em م

    

 nûn n en ن

    

 wâw w we و

    

 hâ‟ h ha ه

    

 hamzah „ apostrof ء

    

 yâ‟ y ye ي
    

 

B.  Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 

متعقدين  ditulis muta„aqqidīn 

 ditulis „iddah عدة
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C. Tâ’ Marbûṭah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis hibbah هبة

 ditulis jizyah جزية

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

كرامة الاولياء  ditulis karāmah al-auliyā‟ 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t.  

زكاة الفطر  ditulis zakātul fiṭri 

 

D. Vokal Pendek 

fatḥah + alif ditulis a 

جاهلية  ditulis jāhiliyyah 

fatḥah + yâ‟ mati ditulis a 

 ditulis yas‟ā يسعى

kasrah + yâ‟ mati ditulis ī 

 ditulis karīm كريم

ḍammah + wâw mati ditulis u 

 ditulis furūḍ فروض
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E. Vokal Rangkap 

 

fatḥah + yâ‟ mati ditulis ai 

بينكم  ditulis bainakum 

fatḥah + wâw mati ditulis au 

 ditulis qaulum قول

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof  
 

أانتم  ditulis a„antum 

 ditulis u„idat أعدد

 ditulis la„in syakartum لئن شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif + Lam  
a. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

 

القرأن  ditulis al-Qura„ān 

 ditulis al-Qiyās القياس

 

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 

السماء  ditulis as-Samā‟ 

 ditulis asy-Syams الشمس

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 

ذوى الفروض  ditulis ẓawī al-furūḍ 

 ditulis ahl as-sunnah اهل السنه
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Tidaklah berlebihan jika kita katakan bahwa tidak ada satupun sistem 

yang mendahului sistem pernikahan dalam Islam baik dalam kesempurnaan 

dan keselarasannya dengan tuntunan fitrah dan kemaslahatan sosial atau yang 

menyamainya, apalagi mengalahkan sistem Islam. Demikian pula, sistem 

sekarang ini atau sistem masa depan juga tidak akan dapat menyamai atau 

mengunggulinya. Karena, syariat Islam yang membawa sistem itu adalah 

syariat samawi paling akhir yang diturunkan oleh Allah Swt. Bagi umat 

manusia. Syariat Islam adalah syariat yang manhaj kehidupannya secara umum 

khususnya sistem pernikahan, paling sempurna dan paling lengkap. 

Proses akomodasi kultural Islam memperlihatkan interaksi yang cukup 

intens antara agama yang bersifat universal dengan nilai-nilai, norma-norma, 

dan praktik-praktik sosial yang bersifat lokal. Islam tidak hanya 

mempertimbangkan tradisi tersebut dalam proses penyebarannya, tetapi juga 

berbagai proses pembaruan dengan pembentukan tradisi baru. Di satu pihak, 

Islam memberikan proses kontekstualisasi Islam terjadi dalam berbagai bentuk 

sejauh tidak menghilangkan prinsip-prinsip agama. Dilain pihak, Islam telah 
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memberi corak dan sifat-sifat yang khas dalam berbagai dimensi kehidupan di 

berbagai tempat.
1
 

Pluralisme agama di Indonesia memiliki basis-basis yang kuat dalam 

menjamin kemaslahatan karena karekter besar dari masyarakat Indonesia yang 

beragam dan telah terbiasa dengan perbedaan. Berbagai konflik, kekerasan, dan 

radikalisme agama yang terjadi begitu dekat dengan kehidupan sehari-

sehari.kenyataan adanya kawin lintas agama, secara antropologis, merupakan 

bagian dari proses mencairnya teritori agama yang memiliki akarnya yang kuat 

dalam model keberagaman masyarakat Indonesia.
2
 Pluralisme yang dapat 

menjadi dasar bagi kemaslahatan hanya bisa terwujud jika persoalan-persoalan 

diskriminasi kelas yang bersifat vertikal, ketimpangan kaya miskin, dapat 

diselesaiakan terlebih  dahulu. Persoalan ketimpangan sosial dewasa ini telah 

menjadi faktor yang jauh lebih substansial termasuk dalam persoalan 

perkawinan beda agama.
3
 

Jika tujuan sistem pernikahan adalah mengatur hubungan seksual laki-

laki dan perempuan, menghindari anarki, sex bebas, dan akibat yang 

ditimbulkannya seperti beragam penyakit jiwa, fisik, dan krisis sosial maka 

sistem pernikahan dalam syariat islam memberi sejumlah batasan yang 

                                                             
1 Suhadi, Kawin Lintas Agama: Prespektif Kritik Nalar Islam, (Yogyakarta: LkiS, 

2006), hlm. xxxiv. 

2  Ibid., hlm. xxxv. 

3  Ibid. 
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memuliakan urusan seksual dan menjadikannya sebagai amal ibadah yang 

diridloi Allah Swt.
4
 

Tujuan dari sistem pernikahan Islam adalah membina sebuah keluarga 

yang sakinah agar berjalan di bawah naungan cinta kasih dan kesucian diri itu 

maka rumah tangga yang kelak memiliki keturunan ini akan menemukan 

jaminan keamanan, cinta kasih, dan kemampuan meningkatkan potensi 

masyarakat untuk mewujudkan martabat kehidupan manusia yang mulia 

sebagaimana kemulyaannya dihadapan Allah Swt.
5
 Allah firman: 

                            

                 
6

 

Kata sakînah yang digunaka untuk menyipati kata “keluarga” 

merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam 

membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan, rumah 

tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota 

keluarganya. 
7
 

Keluarga sakînah mawaddah waraḥmah adalah ungkapan yang sangat 

populer di kalangan anak muda, penganten baru, bahkan mereka yang telah 

                                                             
4 Ali Abdul Halim Mahmud, Jalan Dakwah  Muslimah, (Solo: Era Intermedia,  2007), 

hlm. 267.  

5 Ibid., hlm. 268. 

6 Q. S. Al-Fath [48] : 4. 

7
 Soewadi, H. dkk. Panduan Menuju Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Bidang Urusan 

Agama Islam Kementerian Agama, 2011), hlm. 47. 
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berpuluh tahun menikah, ungkapan yang mengandung harapan ini senantiasa 

didengungkan ketika seseorang memasuki jenjang pernikahan, dan 

disampaikan berulang-ulang dalam rangkaian upacara pernikahan, hal ini 

menunjukkan bahwa keluarga sakinah (harmonis) adalah impian setiap orang 

yang membutuhkan keserasian atau kafâ’ah.
8
  

Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, kafâ’ah atau kufu’ menurut bahsa 

adalah “setaraf, seimbang,atau keserasian”. Yang menurut istilah hukum Islam, 

yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga 

masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. 

Atau laki-laki sebanding dengan istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding 

dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlaq serta kekayaan. Jadi, tekanan 

dalam hal kafâ’ah  adalah keseimbangan keharmonisan, dan keserasian, 

terutama dalam hal agama,
9
  oleh adanya perbedaan pendapat mereka tentang 

mafhum (pengertian) dari sabda Nabi Saw. 

كَ نْ كَ عٍ "  كَ نْ كَ حُ   لِأَ
الِأَ كَ الِأَكَ   كَ لِأَكَ كَ لِأَ كَ   كَ كَكَ الِأَكَ   كَالِأَللِأَ  لِأَ كَ ا  كَ انْ كَ نْ  لِأَ كَ الِأَ  الدِّ يلِأَا  كَ لِأَ كَ نْ  كَلكَ اكَ :  تُحُ نْ كَ حُ  ا

10  

Segolongan fugaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah 

yang dijadikan pertimbangan, faktor yang didasarkan pada sabda Nabi tersebut. 

                                                             
8 Nur Rofiah, Bil Uzm, Modul Keluarga Sakinah Berprespektif Kesetaraan Bagi 

Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4, (Jakarta: Kementrian Agama RI. Badan Litbang dan 

Diklat  Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. xIi. 

9 Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat:  Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hlm. 56. 

10 Diriwayatkan dari, Musadda, dari Yaḥya, dari Ubaidillâh, dari Sa‟id bin Abî Sa‟id, 

dari bapaknya, dari Abû Hurairah. Muḥammad bin Ismâ‟il Abû Abdillâh al-Bukhârî al-Ju‟fî, Ṣaḥiḥ 

Bukhârî, (ttp.: Dâru Ṭuqu an-Najah, 1422), VII: hlm. 7. 
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Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama 

kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan, dan tidak 

ada yang keluar dari lingkup kafâ’ah kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijmak, 

yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup kafâ’ah. Semua fuqaha 

yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, dan 

menganggap keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup kafâ’ah.
11

  

Walaupun pada dasarnya laki-laki terkadang memiliki target ideal 

untuk menentukan calon istrinya, dia menginginkan istri yang cantik, cerdas, 

berpendidikan, mempunya kedudukan, dan sebagainya. Begitupun dengan 

perempuan, dia menginginkan calon suami yang ganteng, berpendidikan, kaya, 

mempunyai kedudukan, memiliki ketururnan yang baik, dan sebagainya. Wajar 

saja, sebab manusia dicipakan sebagai makhluuk yangmemiliki persaan dan 

akal. Namun, semua itu merupakan kesenangan duniawi saja. Sdangkan 

pernikahan bukan saja sarana untuk meraih kesenangan dunia, tetapi lebih dari 

itu, pernikahan merupakan sarana untuk meraih kebahagian di akhirat kelak. 

Oleh karena itu Rasulullah memberikan standar utama dalam menentukan 

calon istri atau calon suami
12

, dengan sabdanya: ط      ا  ال ي       لا     

 

                                                             
11 Ibid., hlm. 59. 

12 Aam Amiruddin dan Ayat Priatna Muhlis, Membingkai Surga: Dalam Rumah 

Tangga, Cet. ke-7, (Bandung: Khazanah Intlektual, 2013), hlm. 5. 



 

   6 

 
 

Para ulama‟ telah berbeda pendapat, dan yang kuat adalah pendapat 

Zaid Bin Ali, Malik dan riwayat dari Umar, Ibnu Mas‟ud, Ibnu Sirin, Umar bin 

Abdul Aziz, dan hal itu merupakan salah satu pendapat An-Nashir, bahwa yang 

paling diutamakan adalah agamnya,
13

 yang demikian itu berdasarkan firman 

Allah: 

                                      

               
14

 

Kafâ’ah dalam perkawinan, merupakan faktor dapat mendorong 

terciptanya kebahagian suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan 

dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafâ’ah dianjurkan oleh Islam 

dalam memilih calon suami/istri, akan tetapi tidak menentukan sah atau 

tidaknya perkawinan. kafâ’ah adalah hak bagi wanita atau walinya karena 

suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan 

problem berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya 

perceraian.
15

 Hal ini bagaiamana bila dikaitkan dengan pernikahan beda 

agama? kalau kafâ’ah tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan dan 

pemilihan masalah keagamaan. 

Perkawinan beda agama, pada dasarnya semua agama menolak 

perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman 

                                                             
13 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, terj. M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka al-

Kautsar, 2006), hlm. 36. 

14 Q.S. Al-Hujurat [49]: 13. 

15 Tihami, Fikih Munakahah, hlm. 57. 
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(satu agama). Perkawinan beda agama kalaulah diperkenankan oleh agama 

tertentu sangat terbatas, hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan 

persyaratan-persyaratan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Kan. 10876 o 

2 memungkinkan pemberian dispensasi dengan memberlakukan persyaratan 

Kan.
16

 ini bukan soal khusus, melainkan penerapan gagasan berlakunya hukum 

ilahi atau kodrati berdasarkan tatapenciptaan (memang seperti yang di tafsirkan 

oleh Gereja Katolik) pada semua orang dan semua perkawinan, juga 

perkawinan non-Kristiani (adat atau agama lain).
17

 

Mengenai Kafâ’ah dalam ajaran Kristen bisa dilahat dalam Ordonansi 

Perkawinan Orang-orang Indonesia- Kristen Di Jawa, Minahasa Dan Ambon 

seperti Pasal 3 “Sebagai asas perkawinan dipersyaratkan adanya persetujuan 

sukarela antara calon suami-istri. (KUHPerd. 28.”
18

 Walapun dalam pasal ini 

tidak menjelaskan secara gamblang akan tetapi dapat memberikan suatu 

pengertian yang mendalam mengenai kata “sukarela antara calon suami-istri” 

karena kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun secara bersama-

sama. Tidak bisa bertepuk sebelah tangan, harus memulai proses panjang setiap 

anggota keluarga saling menemukan kekurangan atau kelebihan masing-

                                                             
16 Romo Piet Go, O. Carm, “Beberapa Catatan Pihak Katolik Mengenai Hasil Dialog 

KWI-PGI Tentang Kawin Campur” dalam Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina, Pelaksanaan 

Undang-Undang Perkawinan Dalam Perespektif Kristen, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 

1994), hlm. 186  

17 Ibid., hlm. 187. 

18 Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia- Kristen Di Jawa, Minahasa Dan 

Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina) 
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masing. Penemuan itulah yang harus menjadi ruang untuk saling mencari 

keseimbangan. 
19

 

Untuk mendapatkan kebahagiaan dalam perkawinan, sangat diperlukan 

hubungan (ikatan) lahir-batin yang dalam dan kesatuan hati yang timbal-balik. 

Dalam konteks ini, agama merupakan landasan yang sangat ideal untuk 

menentukan jalan hidup yang akan ditempuh, maka agama memainkan peranan 

penting. Kalau tidak ada, sudah barang tertentu tujuan membina rumah tangga 

yang sakinah akan kandas. Lebih jauh Sayyid Qutb menegaskan, bahwa 

dengan turunya ayat-ayat al-Qur‟an Surah al-Baqarah: 221.
20

 Al-Mumtahanah; 

10),
21

 berarti terputuslah semua hubungan antara orang Islam dengan orang 

Kafir, dan haram hukumnya mengikat tali perkawinan antara dua hati yang 

berbeda kepercayaan, sebab ikatan yang demikian akan luntur dan rapuh,
22

   

                                                             
19 Soewadi, Panduan Menuj,  hlm. 57. 

                              

                       
20

  

 

                                 

                               

                           

                             
21

  

 
22 Muhammad  Noor Matdawam, Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana 

Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI., (Yogyakarta: Yayasan Bina Karir, 

1990), hlm. 85. 
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Sulit rasanya menyatukan dua pemikiran menuju satu tujuan dalam 

membawa bahtera rumah tangga, apalagi pernikahan antar dua agama 

disisnilah analisis antropologi hukum dirasa akan mampu menjawab persoalan 

menyangkut hubungan suami istri dalam pernikahan antara Islam dan Kristen, 

khususnya mengenai faktor-faktor kafâ’ah dalam membentuk keluarga yang 

harmonis. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun diskripsikan di atas 

ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan tesis ini 

sebagai berikut: 

1. Apakah persamaan agama masih relevan untuk menentukan kafâ’ah 

dalam pernikahan beda agama perspektif antropologi hukum? 

2. Bagaimanakah relasi kafâ’ah dengan keharmonisan dalam pernikahan 

beda agama? 

3. Faktor apa yang menyebabkan harmonis atau disharmonis dalam 

pernikahan beda agama?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sebuah penelitan ilmiah haruslah mempunyai tujuan dan kegunaan 

yang jelas. Penelitian ini “Dekonstruksi Konsep kafâ’ah (Analisis Antropologi 

Hukum di Kalangan Keluarga Nikah Beda agama di Kec. Kotagede Kab. 

Yogyakarta) bertujuan antara lain sebagai berikut:  
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1. Akan menjelaskan relevansi persamaan agama untuk menentukan 

kafâ’ah dalam pernikahan beda agama perspektif antropologi hukum. 

2. Akan menjelaskan relasi kafâ’ah dengan keharmonisan dalam 

pernikahan beda agama 

3. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa sajakah dalam membentuk 

keluarga harmonis dan disharmonis di kalangan keluarga nikah beda 

agama. 

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Menambah atau memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu 

pengetahuan khususnya terhadap hukum keluarga Islam yang lebih 

menekankan peraturan selaras dengan tujuan. 

2. Memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan mengenai relasi 

kafâ’ah antara Islam dan Kresten dengan analisis antropologi hukum 

 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang perkawinan sebenarnya bukan tema baru, begitu juga 

dengan penelitian yang berkaitan dengan kafâ’ah dalam sebuah pernikahan. 

Telah cukup banyak buku atau penelitian yang ditulis oleh para peneliti 

sebelumnya mengenai persoalan tersebut. Akan tetapi penelitian yang 

menfokuskan pada persoalan relasi nilai kafâ’ah dalah sebuah pernikahan beda 

agama dengan analisis antoropologi hukum tanpaknya belum banyak dilakukan 

oleh peneliti-peneiti sebelumnya. 
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Penulis dalam hal ini akan mengacu pada beberapa literatur yang 

berhubungan dengan judul yang diangkat penulis di antaranya, tesis yang 

ditulis oleh: Mazro‟atus Sa‟adah, S.Ag. tentang Perkawinan Antar Agama 

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia
23

 Undang-

undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak menyatakan secara 

eksplisit aturan tentang perkawinan antar agama, namun dalam beberapa 

ayatnya terutama Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) mengendikasikan 

bahwa perkawinan semacam itu tidak dikendaki di Indonesia. Adanya aturan 

tentang larangan perkawinan antar agama secara eksplisit dapat diketahui 

dalam KHI buku I tentang perkawinan yaitu Pasal 40, 44, dan 60. Mengingat 

pergaulan di zaman sekarang demikian kompleks yang mungkin pengaruh 

globalisasi. Sehingga dalam tesis ini mengangkat dua persoalan, Pertama  

mengapa Nash mengizinkan laki-laki Muslim menikahi wanita Kitabiyah 

sedangkan wanita Muslim tidak diperbolehkan. Kedua mengapa kebolehan ini 

tidak berlaku dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. 

Ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan sejarah 

yang meliputi empat langkah, yaitu heuristik, kritik sumber, analisis sejarah 

dan eksposisi. Analisis sejarah melalui studi tematik-holistik,
24

 di temukan 

                                                             
23 Mazro‟atus Sa‟adah, Perkawinan Antar Agama Dalam Peraturan Perundang-

Undangan Perkawinan di Indonesi, Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003. 

24  Metode Tematik adalah teori yang dalam menyelasiakan satu masalah tertentu 

dilakukan dengan cara mengumpulkan  semua nash yang berhubungan dengan masalah tersebut 

lengkap dengan pengetahuan latarbelakngnya, kemudian membahasnya secara menyatu 

berdasarkan kronologi turunnya, sedangkan metode Holistik adalah satu metode kajian dengan 

cara memahami seluruh nash secara menyatu, kemudian mencoba menemukan prinsip-prinsip 

umum dari nash tersebut. Ibid., hlm. 20. Yang dikutip dari bukunya Khoiruddin Nasution, Status 

Wanita, hlm. 31. 
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bahwa larangan perkawinan dalam nash adalah karena alasan politik yang 

didasarkan pada pertimbangan agama. Selai itu larangan perkawinan muslim 

dengan non-muslim adalah karena perbedaan aqidah (keyakinan) sehingga 

perkawinan semacam ini bisa menyebakan kurangnya keimanan seseorang 

dalam meyakini agamanya.  

Deni Irawan, S.H.I. Perkawinan Beda Agama Dan Hak Asasi Manusia 

di Indonesia,
25

 dalam prespektif HAM. Membentuk keluarga melalui 

pernikahan merupakan hak prerogatif pasangan calon suami dan istri yang 

sudah dewasa. Kewajiban negara adalah melindungi, mencatkan dan 

menerbitkan Akta perkawinan. Namun sayangny,  realitas ini tidak cukup 

disadari oleh negara, bahkan Undang-Undang No. 1Tahun 1974 tentang 

perkawinan maupun KHI tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama. 

Maka berdasarkan kegelisahan di atas, tesis ini mencoba mengungkap satu 

pokok masalah yaitu; bagaimanakah pengaturan perkawinan beda agama di 

Indonesia bila dianalisis dalam prespektif HAM khusunya lewat instrumen 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 

Berdasarkan pendekatan tadi, maka tesis ini menghasilkan dua jawaban 

pertama meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan 

itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi 

cara ini tidak bisa lagi dilaksanakan sejakterbitnya Keppres No. 12 Tahun 

1983. Kedua perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing 

agama, perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama 

                                                             
25 Deni Irawan, Perkawinan Beda Agama Dan Hak Asasi Manusia di Indonesi, Tesis 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006. 
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seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum 

agama mempelai berikutnya. Apabila terjadi penolakan perkawinan beda 

agama di Indonesia, baik dari segi pelaksanaanya atau pencatatanya, jelas 

bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip yang dikandung oleh HAM. 

Terutama hak beragama dan berkeluarga seseorang. Alasannya, adalah 

pertama penolakan tersebut bertentangan dengan pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 

18 DUHAM/UDHR; Kedua dalam prespektif HAM di Indonesia, hal tersebut 

bertentangan dengan (a) Pasal 28 E UUD 1945 hasil amandemin ke-2 yang 

menyatakan bahwa kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi. 

Muflihah Wijayati, Kawin Beda Agama, (Studi Atas Fatwa Majlis 

Ulama Indonesia, Tentang Larangan Kawin Beda Agama Tahun 1980 dan 

2005)
26

 Perkawinan beda agama adalah masalah klasik yang takpernah 

berhenti menggelisahkan pikiran dan mengundang perdebatan banyak 

kalangan. Oleh karenanya, perkawinan beda agama tetap menjadi isu yang 

menarik yang menjadi bahan diskusi dan perdebatan di kalangan pemikir dan 

praktisi hukum. Sebagai pemegang salah satu otoritas fatwa, MUI telah 

mengeluarkan putusan tentang pengharaman kawin beda agama melalui 

keputusan Nomor: 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 dan 

Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005. 

Jeda waktu yang panjang antara fatwa 1980 dan fatwa 2005 tidak 

mengubah diktum fatwa secara signifikan. Fatwa 1980 mengharamkan 

                                                             
26 Muflihah Wijayati, Kawin Beda Agama, (Studi Atas Fatwa Majlis Ulama Indonesia, 

Tentang Larangan Kawin Beda Agama Tahun 1980 dan 2005), Tesis UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2007. 
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perkawinan Wanita Muslim dengan pria Noo-Muslim dan juga sebaliknya. 

Sedangkan fatwa 2005 kembali menegaskan keaharaman semua varian 

perkawinan beda agama dan  menyatakannya secara tidak sah. Studi ini 

merupakan studi kepustakaan yang bertumpu pada data primer tek s fatwa MUI 

Nomor: 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 dan Nomor: 

4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005. Tahap analisis diarahkan 

pada teks fatwa secara objektif dengan menggunakan teknik content anlysis, 

sehingga kandungan teks tergambar secara detil. Kemudian menilisik aspek 

politik dan sosio-historis  yang mengeringi lahirnya kedua fatwa tersebu, 

sehingga fatwa dapat dipahami secara utuh. Studi ini menngunakan metode 

deduktif, induktif, sekaligus kompratif. 

Dalam temuannya tentang pengharamannya karena alasan kemaslahatan 

yang dijadikan landasan hukum, dan juga fatwa Tahun 1980 tentang 

pelarangan kawin beda agama dipicu oleh perbuatan pengaruh baik secara 

sosial maupun politik antara Islam dan Kristen. Sementara fatwa 2005 

ditetapkan seiring semaraknya pemikiran Islam berhaluan liberal, di mana 

salah satu agenda yang diusung adalah mengamandemen regulasi perkawinan 

antar agama. 

Nashih Muhammad, S.H.I., kafâ’ah, Tinjauan Hukum Islam, Sosiologi 

dan Psikologi
27

, Konsep kafâ’ah merupakan tawaran dari hukum Islam dalam  

memilih calon pasangan hidup dengan mempertimbangkan unsur kesamaan 

atau  kesepadanan antara calon  mempelai laki-laki dengan calon mempelai 

                                                             
27 Nashih Muhammad, Kafa’ah Tinjauan Hukum Islam, Sosiologi dan Psikologi, (Tesis 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). 
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perempuan  agar tercpta keluarga yang harmonis.  Unsur kesamaan itu adalah  

Agama, Nasab, kekayaan, dan terbebas dari cacat. Disisi  lain, ada sebagian 

orang yang menolak konsep kafâ’ah karena di nilai bertentangan dengan 

semangat egaliter dalam Islam sebagaimana disebutkn dalam  al-Qur‟an dan 

hadis. Selain itu, kafâ’ah dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia HAM  

karena serat akan diskriminasi seperti dua hak dasar yang fundamintal dalam 

rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu persamaan dan kebebasan. 

Rumusan masalah yang diteliti adalah, Bagaimank konsep kafâ’ah bila 

di tinjau melalui pendekatan Hukum Islam, Pisikologi dan Sosiologi, 

Bagaimanakh mensinergikan antara konsep kafâ’ah dengan teori-teori 

persamaan manusia,. Dengan menggunakan acuan teori Konsistensi Kognetif 

dari Keider, Jika kita menyukai orang kita ingin mereka memilih sikap yang 

sama dengan kita. Agar seluruh unsur kognitif kita konsisten. Agar tidak terjadi 

desonasi atau nofitting relations  (tidak pas). 

Temuan penelitian Hasil penelitian menyebutkan bahwa Konsep 

kafâ’ah bila dikaitkn melalui pendekatan hukum islam, sosiologi dan 

pisikologi, adalah merupakan pemilihan jodoh yang  alamiah dan 

natural.keriteria taqwa merupakan keriteria tertinggi dalam konsep kafâ’ah 

Adapun  titik  temu  kafâ’ah dengan HAM dapat ditlusuri melalui  doktrin  

Margin Apresiasi milik Mashood, dimana pengawasan internasional harus 

tunduk dan mengalah pada pertimbangan pihak negara (nilai, Moral dan 

Agma). Dalam merancang dan menegakkan hukumnya. Selama tjuannya baik 

dan tidak untuk menimbulkan diskriminasi. 
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Muhammad Sholeh,
28

 kafâ’ah Dalam Mewujudkan Keluarga 

Bahagia, Pandangan Masyarakat Gaten Condongcatur. Bahwa kafâ’ah 

adalah salah satu persoalan penting dalam perkawinan, yakni kesepadanan 

antara calon suami dengan calon istrinya. Kesepadanan itu dalam hal agama, 

keturunan, kecantikan atau ketampanan, pekerjaan, status sosial, kepandaian 

atau yang lainnya. Karena dengan adanya kafâ’ah, usaha untuk mendirikan 

rumah tangga yang damai dan tentram akan berjalan dengan lancar. Dalam 

kerangka Teoretiknya penulis menggunakan Maslahah Mursalah sebagai 

teorinya. Dan temuannya adalah bahwa:   kafâ’ah menurut pandangan 

Masyarakat Gaten adalah kesamaan dalam hal aqidah atau kerohanian, yaitu 

dalam hak satu agama. Lebih khusus lagi, kafâ’ah dipahami oleh sebagai 

masyarakat Gaten adalah kesamaan dalam hal golongan, misalnya penganut 

Muhammddiyah sebanding dengan penganut Muhammaddiyah lainnya. 

Dengan demikian pernikahan yang berbeda agama tidak sah secara hukum 

syar‟i. Dan hak serta wewenang dalam menentukan se-kufu’ adalah wali dan 

calon istrinya.    

Asrizal,
29

 Relevansi Konsep kafâ’ah Terhadap Keharmonisan Rumah 

Tangga (Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas 

Syari‟ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2012, menurut 

                                                             
28 Muhammad Sholeh, Kafa’ah Dalam Membentuk Keluarga Bahagia, Pandangan 

Masyarakat Gaten Condongcatur, (Skripsi Uin Sunan Kalijag Yogyakarta, 2005), hlm. x. 

29  Asrizal, Relevansi Konsep Kafa’ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi 

Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari‟ah Dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2012, (Skripsi Uin Sunan Kalijag Yogyakarta, 2015), 

hlm. ii. 
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Kompilas Hukum Islam (KHI) buku I Hukum Perkawinan Bab X Pasal 61 

menyatakan bahwa “tidak sekufu‟ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah 

perkawinan, kecuali tidak sekufu‟ karena perbedaan agama (ikhtilaf ad-dîn) 

peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap pasangan tidak ada larangan untuk 

melangsungkan pernikahan, termasuk tidak sekufu‟, kecuali karena perbedaan 

agama. Penelitian ini termasuk field research dan bersifat dieskriptif analitis dengan 

mengambil dua rumusan masalah pertama bagaimana pandangan mahasiswa jurusan 

Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah mengenai relevansi konsep kafâ’ah terhadap 

keharmonisan rumah tangga, kedua apa yang menjadi alasan konsep kafâ’ah relevan 

terhadap keharmonisan rumah tangga. 

Dari tata yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa pandangan 

mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah terhadap konsep kafâ’ah cendrung 

bersifat menetapkan, artinya mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah telah 

menetapkan bahwa kafâ’ah relevan terhadap keharmonisan rumah tangga, mereka 

beralasan bahwa relevansi kafâ’ah sendiri sudah dijelaskan dalam ajaran islam dan 

juga KHI. Dengan unsur agama dijadikan sebagai unsur utama dan terpenting dalam 

kafâ’ah. Sedangkan unsur lain hanya sebagai pendukung saja.  

Dapat diklasifikasikan dari hasil lima penelitian tersebut, Pertam 

analisis yang digunakan hanya terkait dengan masalah alasan larangan 

mengenai pernikahan beda agama. Kedua mengenai perlindungan perkawinan 

beda agama dalam Undang-Undang No. 1Tahun 1974 tentang perkawinan 

maupun KHI tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama. Yang 

seakan-akan bertentangan dengan HAM. Ketiga  penelitian tersebut hanya 
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mengacu pada fatwa MUI antara lain fatwa 1980 dan fatwa 2005 tidak 

mengubah diktum fatwa secara signifikan. Fatwa 1980 mengharamkan 

perkawinan Wanita Muslim dengan pria Noo-Muslim dan juga sebaliknya. 

Sedangkan fatwa 2005 kembali menegaskan keaharaman semua varian 

perkawinan beda agama dan  menyatakannya secara tidak sah. Setelah penulis 

teliti dengan cermat ketiga penelitian tersebut hanya mengkaji seputar 

masalah hukum saja. Keempat yang menjadi permasalahan kafa‟ah dalam 

tujuan hukum Islam yang mengacu pada perbandingan antara konsep Islam 

dan HIHAM (Hukum Internasional Hak Asasi Manusia). Kelima, kafâ’ah 

menurut pandangan Masyarakat Gaten adalah kesamaan dalam hal aqidah 

atau kerohanian, yaitu dalam hak satu agama. Lebih khusus lagi, kafâ’ah 

dipahami oleh sebagai masyarakat Gaten adalah kesamaan dalam hal 

golongan, misalnya penganut Muhammddiyah sebanding dengan penganut 

Muhammaddiyah lainnya. Keenanm pentingnya konsep kafâ’ah dalam 

membentuk rumah tangga yang harmonis dengan menitik beratkan pada 

persamaan agama, yang lain hanya sebatas pendukung saja. 

lain halnya dengan penelitian yang peneliti ajukan di samping 

memasukkan pembahasan hukum perkawinannya, juga akan memasukkan 

pembahasan mengenai konsep kafâ’ah dalam perkawinan beda agama 

tersebut. yang titik tekannya hanya mengacu pada nilai dan faktor-faktor 

kafâ’ah dalam membentuk keluarga yang harmonis, itulah yang membedakan 

lima  penelitian tersebut dengan penelitian yang saya akan teliti. 
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E. Kerangka Teoretik 

Indonesia adalah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang cukup 

banyak sehingga ada dilamnya bercampur berbagai etnis dan budaya serta 

agama yang berbeda mulai dari Islam, Budha, Nasrani, dan juga Kresten 

sehingga tidak terlepaslah dari yang namanya pembauran diantara mereka 

hingga sampai pada masalah hubungan yang dibawa pada perkawinan. 

Perkawinan beda agama di Indonesia, secara obyektif sosiologis, adalah 

wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama sehingga 

pergaulan yang terbuka antara pemeluk berbagai agama tidak dapat dihindari. 

Terjadinya saling jatuh cinta antara orang-orang yang berbeda agama 

kemudian meningkat pada perkawinan adalah kenyataan yang sulit dielakkan. 

Sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan tulisan ini kenyataan 

menunjukkan telah terjadi perkawinan beda agama jauh sebelum adanya 

larangan yang tegas dari Kompilasi Hukum Islam. Bahkan ketika pasangan 

beda agama mengalami kendala pencatatan di tanah air. Tulisan ini bukan 

menyajikan hasil penelitian lapangan, namun untuk menggambarkan adanya 

konteks antara tulisan dengan realitas kemasyrakatan, maka beberapa kasus 

yang telah terungkap mencoba untuk diketengahkan.
30

 

                                                             
30 M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi 

Hukum Islam, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 83. 
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 Teori yang berkenaan dengan perkawinan beda agama, pada dasarnya 

semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki 

perkawinan harus seiman (satu agama). Perkawinan beda agama kalaulah 

diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas. Hanya sebagai 

pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. 

Islam ummatnya agar hidup dalam hidayahnya Allah, jauh dari 

kesesatan, godaan syaitan, jin maupun manusia. Untuk itulah maka seorang 

muslim dilarang menikah dengan orang musyrik.
31

 dalam Islam satu-satunya 

kemungkinan adalah karena adanya pendapat yang membolehkan perkawinan 

pria muslim dengan wanita kitabiyah. Kehalalan menikahi wanita kitabiyah ini 

menjadi masalah khilafiya sekitar batasan mengenai wanita ahli kitab dan 

hukum menikahinya.
32

 

Agama Kristen Katolik secara tegas menyatakan, “perkawinan antara 

seseorang Katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah” Gereja 

memberikan dispensasi dengan persyaratan yang ditentukan hukum gereja. 

Dispensasi dalam realisasinya diberikan oleh Uskup setelah memenuhi 

persyaratan tertentu, dan kedua belah pihak membuat perjanjian tertulis yang 

berisi: Pertama  yang beragama Katolik berjanji akan tetap setia pada iman 

Katolik, berusaha memandikan dan mendidik anak-anak mereka secara 

Katolik. Kedua  yang tidak beragama Katolik berjanji menerima perkawinan 

                                                             
31 Q.S. Al-Baqarah[2] : 221. 

32 Karsayuda, Perkawinan Beda Agama, hlm. 84. 
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secara Katolik, tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik, tidak 

menghalngi pihak yang beragama Katolik melaksanakan imannya, dan 

bersedia mendidik anaknya secara Katolik. 

Agama Kristen Protestan mengajarkan kepada umatnya mencari 

pasangan hidup yang seagama. Menyadari adanya kehidupan bersama dengan 

umat lain, maka gereja tidak melarangpenganutnya melangsungkan perkawinan 

dengan orang-orang yang bukan beragama Kristen. Perkawinan beda agama 

dapat dilansungkan di gereja menurut hukum gereja Kristen, apabila pihak 

yang bukan beragama Kristen menyatakan tidak keberatan secara tertulis. 

Gereja Kristen Indonesia telah mengatur perkawinan beda agama yang bersifat 

rinci, dengan kesediaan pihak bukan Kristen untuk menikah di Gereja dan 

anak-anaknya dididik secara Kristen.
33

 

Menurut Harun Nasution, agama mengandung arti ikatan yang harus 

dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu 

kekuatan yang lebih dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat 

ditangkap dengan panca indra. Namun mempunyai pengaruh yang besar sekali 

terhadap kehidupan manusia sehari-hari.
34

   

Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari sabang sampai 

Merauke sangat beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena ada 

pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahirlah yang 

                                                             
33 Ibid., hlm. 85. 

34 Suratman, dkk. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Malang: Intimedia, Kelompok In-

TRANS Publishing, 2014), hlm. 170. 
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sama seperti rambut, warna kulit, dan lain sebagainya
35

 yang juga melahirkan 

perbedaan pemahaman yang menjadi barometer pertama dalam sebuah agama 

denga timbul perbedaan agama dalam masyarakat hubungan suami istri telah 

banyak dibicarakan dalam buku. Tetapi, sedikit perhatian harus juga diberikan 

kepada penyesuaian perkawinan itu sendiri, suatu subyek yang merupakan baik 

objek perhatian pribadi maupun penelitian obyektif  yang cukup besar. Selama 

generasi yang lalu, para ahli sosial dan pisikolog telah mencoba untuk 

menguraikan dan mengukur kebahagiaan perkawinan dan menentukan ciri-ciri 

mana yang dapat menjamin keadaan yang demikian itu.
36

 

Pada setiap ilmu pengetahuan senantiasa mempunyai metode kerja 

secara umum, metode itu sendiri merrupakan prosedur berpikir yang teratur 

untuk digunakan dalam suatu penelitian dalam rangka upaya memperoleh 

kesimpulan-kesimpulan (konklusi-kunklusi) ilmiah yang berdasarkan 

anggapan-anggapan dasar dan hipotesis tertentu.
37

 Jadi dalam penelitian ini 

untuk menemukan jawaban-jawaban, peneliti memakai metode Case Study 

Methode yaitu mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala yang nyata 

yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, dan menyelidiki peristiwa-

peristiwa yang terjadi di sekitar kelompok masyarakat, maupun lembaga-

lembaga tertentu untuk mendapatkan garis-garis pokok dari peristiwa-peristiwa 

                                                             
35 Ibid., hlm. 168. 

36  William J. Goode, Sosiologi Keluarga , terj. Lailahanoum Hasyim,  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1995), Hlm. 145. 

37 Abdulsyani, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2007), hlm. 17. 
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itu. 
38

 dan kemudian peneliti juga menggunakan metode reduksi fenomenologis 

yang ditawarkan oleh Husserl yang dimaksuddkan untuk memeriksa dan 

mengenalisis kehidupan batiniah individu, yakni pengalamannya mengenai 

fenomena atau penampakan sebagaimana terjadi.
39

 

Dengan demikian maka nampaklah bahwa sasaran penelitian hukum 

dalam antropologi hukum sebagaimana dilakukan Hoebel terhadap masyarakat 

Indian Cheyenne dan Pueblo di Amerika Serikat ditekankan pada lintas budaya 

yang berorientasi pada proses yang terjadi dalam masyarakat di lapangan.
40

 

Sehingga mengenai problema tersebut teori Makna Kesderajatan milik Elly M. 

Setiadi, saya rasa akan mampu untuk menanggulangi hal tersebut sebagai teori 

yang pertama. kesederajatan berasal dari dari kata sederajat yang menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah sama tingkatan (pangkat, 

kedudukan). Konteks kesederajatan disini adalah suatu kondisi dimana dalam 

perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetatp memiliki satu keadudukan 

yang sama dan satu tingkatan.
41

  Kemudian peneliti menggunakan teori 

Heliolitik, yang oleh Elliot Smith, diuraikan dalam bukunya The Influence of 

Ancient Egyptian Civilization in the East and in America, teori Heliolitik 

tersebut kemudian dipergunakan dalam suatu penelitian besar oleh W.J. Perry, 

                                                             
38 Ibid., hlm. 21. 

39  I.B. Wirawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, (Jakarta: Kencana Prabeda 

Media Group, 2012), hlm. 138. 

40 H. Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, cet. ke-3, (Bandung: P.T. 

Alumni, 2010), hlm. 16. 

41 Suratman, Ilmu Sosial, hlm. 166.  bisa juga dilihat di Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial 

Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2007), hlm. 145. 
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yang mencoba mencari dengan teliti jalan-jalan difusi kebudayaan Heliolitik, 

unsur-unsur kebudayaan yang tersangkut dalam gerak persabaran itu.
42

 Yang 

akan kemudian oleh R. H. Lowie, ahli antropologi Amerika, yang menyatakan 

bahwa teori Holiolitik pada masa sekarang itu hanya bisa kita pandag sebagai 

suatu contoh saja dari salah satu cara yang pernah digunakan oleh para ahli 

antropologi untuk mencoba menerangkan gejala persamaan-persamaan unsur-

unsur kebudayaan di berbagai tempat di dunia.
43

 Yang akan dilengkapi dengan 

teorinya milik Mashood, doktrin  Margin Apresiasi untuk melihat kedudukan dan 

keseimbangan antara Hukum Kristen dan Hukum Islam. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian. 

 Penelitian ini dilihat dari sumbernya merupakan jenis penelitian 

lapangan (field reseach) peneliti mendekatkan diri dengan subyek yang 

diteliti serta lebih peka dan lebih menyesuaikan diri terhadap pengaruh 

berbagai fenomena yang ada di lapangan mengenai kafâ’ah antara 

pernikahan beda agama. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini mengenai rekonstruksi konsep kafâ’ah (Analisis 

Antropologi hukum di kalangan Keluarga Nikah Beda Agama di Kec. 

Kotagede Kab. Yogyakarta), bersifat diskriptif-analitis, merupakan studi 

                                                             
42  Koentjaranengrat, Sejarah Teori Antropologi, cet. ke-2, (Jakarta: UI Press, 1982), 

hlm. 120. 

43  Ibid., hlm. 121. 
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prilaku yang menjahui perumusan-perumusan aturan yang dikatan eksplisit 

berlaku. Penelitian diskriptif ini tidak mengutamakan perhatiannya pada apa 

yang tertulis sebagai norma hukum, atau yang dikatakan norma hukum oleh 

para pemuka masyarakat, yang menjadi sasaran perhatiannya adalah situasi 

yang terjadi dan bagaimana kegiatan-kegiatan prilaku manusia dalam situasi 

itu.
44

 yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan 

kafâ’ah yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.
45

 Kemudian melalui analisi, data-data tersebut 

dijelaskan dan ditafsirkan menjadi suatu rumusan yang sistematis dan 

analitis,
46

 dalam melakukan analisis,  penyusun melakukan analisis dan 

menjelaskannya dengan cara menelaah setiap poin-poin tentang kafâ’ah 

antara Islam dan Kristen dengan memakai perspektif antropologi hukum.  

3. Pengumpulan Data 

Tesis ini termasuk jenis penelitian lapangan, maka metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara baik 

wawancara terstruktur atau tidak terstruktur, pengamatan, dan pememfaatan 

                                                             
44 H. Hilman, Antropologi Hukum, hlm. 36. 

45 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), hlm. 4. 

46 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Dasar, Mitode, Teknik, (Bandung: 

Tarsito, 1994), hlm. 140. 
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dokumen.
47

 yaitu dengan menggunakan, menelusuri buku-buku, karya 

ilmiah,
48

 dan juga lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan, 

4. Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum yang 

bersifat menyeluruh (holistic approach). Menusia tidak saja dipelajari 

batang tubuh corak bentuknya, tetapi juga prilaku pemikiran dan 

perbuatannya serta pengalaman hidupanya.
49

 Memahami agama dapat 

diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat 

wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

Melalui pendekatan ini agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-

masalah yang dihadapi manusai dan berupaya menjelaskan dan memberikan 

jawaban
50

 mengenai materi hukum Islam dan Kristen, yang memuat tentang 

konsep kafâ’ah antara pernikahan beda agama, juga digunakan untuk 

mengungkapkan dan memahami realitas historis yang mempengaruhi proses 

terjadinya pernikahan beda agama serta faktor-faktor dalam menjalani 

keluarga yang harmonis. 

5. Analisis  

                                                             
47 Moleong, Metodologi Penelitian, hlm. 5. 

48 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rinnika Cipta, 1998), hlm. 236. 

49  Hadikusuma, Antropologi Hukum,  hlm. 2. 

50 H. Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2003), hlm. 35. 
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Metode analisis mana yang akan digunakan, tergantung dari sifat 

penelitian itu sendiri.
51

 Karena dalam penelitian ini bersfat kualitatif dengan 

diskriptif-analitis, maka peneliti menggunakan beberapa teknik analisis. 

Diantaranya sebagai berikut: 

a. Reduksi Data, ialah identifikasi satuan (Unit). Pada mulanya di 

identifikasikan adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan 

dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan 

masalah penelitian. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah 

membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap 

„satuan‟, agar supaya tetap dapat ditelusuri data atau satuannya, berasal 

dari sumber mana.
52

 

b. Display Data, dalam proses displai data peneliti melakukan organisasi 

data, mengkaitkan hubungan-hubungan tertentu antara data yang satu 

dengan data lainnya. Tahap ini peneliti dapat bekerja melalui penggunaan 

diagram, bagan, atau skema tertentu untuk menunjukkan hubungan-

hubungan yang terstruktur antara data satu dengan data lainnya.
53

 proses 

ini akan menghasilkan data yang lebih konkret, mengenai konsep kafâ’ah 

antara Islam dan Kresten. 

c. Konklusi, dengan langkah dan teknik yang kita guanakan akan menjawab 

permasalahan-permasalahan mengenai konsep kafâ’ah antara Islam dan 

                                                             
51 S. Margono, Metodologi Penenlitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 

hlm. 97. 

52  Moleong, Metodologi Penelitian, hlm. 288. 

53 Ibid.  
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Kresten serta faktor-faktor kafâ’ah antara Islam dan Kresten dalam 

membentuk keluarga bahagia. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-

masing menempatkan titik yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang 

saling berkaitan dan saling mendukung. Bab pertama berisi pendahuluan, 

merupakan gambaran umum secara global namun integral dan komprehensif 

dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, 

karangka teori, telaah pustaka,metode penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab kedua, membahas pengertian Nikah, Pengertian kafâ’ah dan dasar 

dari sudut pandang Islam dan Kristen perspektif antroplogi hukum, sehingga 

secara akurat memutuskan peran Antroplogi hukum dalam penentuan konsep 

rumah tangga yang bahagia. 

Bab tiga, berisi uraian seputar pengertian unsur-unsur kafâ’ah antara 

Islam dan Kristen perspektif antropologi hukum, hingga posisinya dalam 

sistem pelaksanaan mahligai rumah tangga yang sakinah dikaji secara tuntas,  

Bab keempat, merupakan analisis Antropologi hukum atas Faktor-

faktor kafâ’ah antara pernikahan Islam dan Kristen. Bab ini merupakan bab 

inti. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk menemukan aspek 

kesesuaian antara pelaksanaan Konsep kafâ’ah dan tujuan pernikahan antara 

Islam dan Kristen. Uraian bab ini merupakan pengerucutan dari persoalan yang 

dikaji pada bab sebelumnya. Bab kelima berisi, penutup dan saran.  

Hal ini peneliti dapat membuat skematika pembahasan sebagai berikut: 
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SKEMATIKA PEMBAHASAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poin penting dalam pembahasan ini adalah mengenai kafâ’ah,  kafâ’ah 

akan dikaji dari sudut pandang hukum Islam dan hukum Kristen melalui 

pandangan antropologi hukum. Serta akan membahas hukum pernikahan Islam 

dan Kristen dengan sederhana mungkin karena poin penting ada pada konsep 

kafâ’ah-nya diantara dua pernikahan tersebut. Dan mencari faktor-faktor 

harmonis dan disharmonis dalam menjalani rumah tangganya.  

Pernikahan 

Kristen Islam 

Faktor-faktor 

Disharmonisasi 

 

Harmonisasi 

kafâ‟ah, Agama 

Hukum 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Masalah persamaan agama, tidak begitu relevan lagi dijadikan dasar 

utama dalam sebuah pernikahan beda agama, karena perbedaan agama 

dalam perkawinan beda agama tidak lagi menjadi tolak ukur harmonis 

dan disharmonis.  

2. Kesepadanan atau serasi antara calon suami dan calon istri, dalam 

memilih jodoh meliputi kafâ’ah dalam beragama, yang titik tekannya 

dalam masalah akhlak, kafâ’ah dalam pendidikan, dan kafâ’ah dalam 

umur. dalam perkawinan yang juga mempunyai tujuan ialah untuk 

mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan 

(patrilinial), keibuan (matrilinial) atau keibu bapakan untuk kebahagiaan 

rumah tangga, inilah relasi kafâ’ah dengan tujuan nikah. 

3. Mengenai faktor harmonis dalam keluarga nikah beda agama, penulis 

kerucutkan pada dua faktor pertama; Sifat saling pengertian antara suami 

istri merupakan hal yang harus ditumbuhkan, ketika pasangan suami istri 

lebih dekat, pergaulannya lebih intens, hubungannya lebih akrab maka 

akan tercipta keharmonisan. Kedua; adanya komunikasi yang baik, yang 

terjadi dalam keluarga sangat penting, ketiadaan komunikasi dalam 

kehidupan rumah tangga tak ayal memberikan kesan rumah tangga jadi 

hampa. Mengenai faktor Disharmonis adalah tidak adanya saling 

pengertian dan hanya mengedepankan sifat egois masing-masing. 
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B. Saran  

1. Hendaknya bagi pemerintah mengenai perkawinan beda agama harus 

diberikan ruang yang lebih jelas dan pasti, karena pada saat ini, 

perkawinan beda agama masih simpang siur masalah boleh tidaknya 

secara legal dalam peraturan perundang-undangan degan konsep 

pluralitas. Sehinga masih timbullah pemikiran diskriminasi dalam 

perkawinan beda agama dengan tidak memperhatikan hak-hak dalam 

mejalankan agama dan kebutuhan pemeluk agama masing-masing.  

2. Mengenai konsep kafâ’ah dalam sebuah perkawnan harus lebih 

diterapkan terutama dalam pernikahan beda agama. Karena dasar yang 

ingin dicapai dalam sebuah hubungan keluarga tidak lain adalah hanya 

kebahagiaan, dari itu kecocokan, kesepadanan dalam berbagai bentuk 

harus diperhatikan demi mencapai tujuan yang kita idamkan. 

3. Masih diperlukan adanya penelitian yang lebih mendalah mengenai 

kafâ’ah dalam pernikahan beda agama. Penelitian ini masih jauh untuk 

mencapai kesempurnaan karena terbatasnya informen untuk mengambil 

sampel dalam penelitian ini. 
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Daftar Terjemahan 

 

BAB I 

No Hlm Fn Terjemahan 

1 3 6 Dia-lah yang Telah menurunkan ketenangan ke dalam hati 

orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di 

samping keimanan mereka (yang Telah ada). dan kepunyaan 

Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana,  

2 4 10 Wanita itu dikawini karena agamanya, kecantikannya, hartnya, 

dan ketrunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, 

niscya akan beruntung tangan kananmu. 

3 6 15 Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 

kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 

4 8 21 Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin 

lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. 

dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. 



5 8 21 Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah 

kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka 

hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui 

tentang keimanan mereka;maka jika kamu Telah mengetahui 

bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu 

kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang 

kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-

orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah 

kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. 

dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar 

kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang 

pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan 

hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan 

hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. 

Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. 

dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

BAB II 

6 31 55 Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang 

kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia 

kawin dengan suami yang lain.  

7 31 58 Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 

sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 

sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah 

mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. 

8 32 60 Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan.  

9 33 63 Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari 

wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu 

10 36 69 22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah 

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah 

lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci 

Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, 

Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara 

ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 



saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); 

anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang 

Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan 

isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa 

kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri 

anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang 

Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 

11 47 90 Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin 

lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. 

dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke 

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan 

izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil 

pelajaran 

12 47 91 Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan 

laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), 

dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik 

dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik 

(pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang 

dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka 

ampunan dan rezki yang mulia (surga). 

13 47 92 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut 

tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, 

atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah 

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

14 47 93 Seorang wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, nasabnya, 

cantiknya dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, 

niscaya engkau akan beruntung. 

15 47 94 Pilihlah pasangan untuk anak-anak kalian dan nikahkanlah 

mereka dengan yang sekufu’ 

16 48 95 Wahai Ali, tiga hal yang tidak boleh kamu akhirkan: shalat 

ketika dating waktunya, janazah ketika datang masanya dan 

seorang gadis ketika bertemu dengan seseorang yang sekufu’ 



dengannya. 

17 48 96 sebagian orang Arab sekufu’ dengan orang Arab yang lainnya, 

kabilah dengan kabilah yang lain, golongan manusia dengan 

golongan yang lain, sebagian orang non Arab sekufu’ dengan 

non Arab lain, kabilah dengan kabilah lain, segolongan dengan 

golongan yang lain kecuali tukang tenun dan tukang bekam. 

18 48 97 Janganlah kalian menikahkan seorang gadis kecuali dengan laki-

laki yang sekufu’ dan janganlah kalian menikahkan mereka 

kecuali oleh wali-walinya. Dantidak ada mahar di bawah 

sepuluh dirham. 

 48 98 Sungguh, benar-benar aku larang perkawinan seseorang yang 

memiliki kehormatan kecuali dengan yang sekufu’ 

19 64 134 Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 

kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.  

BAB III 

20 68 139 Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya. 

21 75 152 Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin 

lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di 

antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang 

dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 

kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan 

lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.  

22 79 158 seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat 

manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. 

tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta 

alam.  

 



DAFTAR KUTIPAN WAWANCARA 

No Nama Agama  Jawaban 

1 Marsono Islam Dalam keluarga harus saling pengertian baik 

dalam menjalankan ibadah karena sudah 

dijamin oleh Undang-undang dalan 

menjalankan keyakinan masing-masing, setiap 

masalah diselesaikan dengan komunikasi yang 

baik antara keluarga, pasti tidak terjadi masalah 

yang mengakibatkan pada perceraian atau 

sebagainya. 

2 Tri Sulistiawati Kristen Tidak mengatakan tidak ada masalah dalam 

keluarga, akan tetapi bila diatasi dengan baik 

dan saling pengertian. Masalah itu tidak akan 

berkembang pada problem yang akan 

menghambat pada terbentuknya keluarga yang 

bahagia. 

3 Sugeng Kristen Menjelaskan mengenai masalah ini harus 

menghormati keyakinan diantara kedua belah 

pihak dengan itu, keharmonisan akan tumbuh 

dengan sendirinya. Mengenai nikah beda 

agama belum tentu mencerminkan adanya 

disharmonis dalam berumah tangga, terbukti 

dengan banyaknya angka perceraian di 

pengadilan agama. 

4 Ibu Mujinah Kristen Pertengkaran selalu ada dalam keluarga dan itu 

hal yang biasa, tapi penyelesaian yang 

dilakukan adalah disaat pertengkaran terjadi 

atau bahkan untuk sementara bisa menghindari 

akan tetapi pada saat semuanya bisa terkendali 

dengan tenang, baru mulaialah komunikasi atau 

bermusyawarah dalam mengatasi konflik atau  

pertengkaran-pertengkaran yang ada dalam 

rumah tangga. Biasanya percekcokan diwarnai 

dengan saling mencurigai karna salah paham 

atau masalah keuangan.  

5 Maulida Safitri Islam Pertengkaran yang tidak dijelaskan duduk 

perkaranya, sering membuat gaduh yang pada 

akhirnya sampai pada percerain. Masalah 

agama dalam perceraian tidak ada 

hubungannya. Memang ada hal-hal lain yang 

tidak bias dijelaskan secara pasti. 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta 

1. Apa sajakah syarat yang harus dilengkapi oleh pelaku nikah beda agama 

untuk mencatatkan pernikahannya? 

2. Bagaimana proses pencatatan pernikahan beda agama, apakah dicatat dulu 

baru ke Gereja atau sebaliknya? 

3. Kendala apa yang biasa dilami oleh petugas pencatat, kala mencatat 

pernikahan beda agama.? 

B. Bagi Pelaku Nikah Beda Agama 

1. Apa alasan untuk nikah beda agama.? 

2. Bagaiamana cara mengatur kehidupan keluarganya yang berbeda pandangan 

dan tujuan? 

3. Bagaimana dengan masalah ibadah dan pelaksanaannya? 

4. Bagaimana keadaan rumah tangganya harmonis apa tidak? 

5. Apa sajakah yang harus dilakukan dalam rumah tangganya untuk 

membentuk keluarga yang harmonis? 

6. Bagaimana tanggapan saudara/i mengenaia masalah “perbedaan agama” 

apakah menjadi faktor harmonis atau disharmonis dalam kehidupan 

berkeluarga? 

7. Seperti apakah tanggapan masyarakat sekitar mengenai perkawinannya 

(pernikahan beda agama).? 
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